WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR ¢ TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: a. bahwa dengan telah diterapkannya Jabatan Fungsional Auditor
dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada
Inspektorat Kota Palembang, perlu dilakukan penyerasian dan
rasionalisasi terhadap Struktur Organisasi Inspektorat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



. Menetapkan:

2

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknik Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 474 1);

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 10
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA
PALEMBANG.

Pasal ]

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) yang
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Palembang:

1. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010
Nemor 2);
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2. Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2012 Nomor 4);
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB 111
Inspektorat

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung
kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat
pembinaan dari sekretaris daerah.

Pasal 5

Inspektorat mempunyal tugas melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Inspektorat mempunyai fungsi:

a. perencanaan program pengawasan,

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan.

Pasal 7

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
1. Inspektur;
2. Sekretariat membawahi:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Inspektur Pembantu Wilayah I
Inspektur Pembantu Wilayah II;
Inspektur Pembantu Wialayah III;
Inspektur Pembantu Wilayah 1V,

ook



7. Jabatan Fungsional Auditor;

8. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah;

9. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11
Peraturan  Daerah ini  mulai  berlaku  sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2% Geserber 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 9



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL @ 23 OgsemgeR 2013
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH

KOTA PALEMBANG NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA  TEKNIS DAERAH
KOTA PALEMBANG.

WILAYAH 1

INSPEKTUR PEMBANTU

INSPEKTUR
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT
1
L | l
SUBBAG PERENCANAAN SUBBAG EVALUASI SUBBAG UMUM DAN
DAN KEUANGAN DAN PELAPORAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH 11 WILAYAH III WILAYAH IV

JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR

JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON




